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ABSTRAK 

 

Melihat banyaknya Undang Undang bahkan ratusan Pasal yang telah di 

batalkan Oleh Mahkamah Konstitusi, menjadi sebuah pemandangan yang sangat 

menyayat hati mengingat Anggaran yang digunakan untuk membuat suatu Undang 

Undang bukanlah anggaran yang sedikit, maka dirasa perlu menghadirkan suatu 

konsep pengujian ataupun peninjauan terhadap undang-undang sebelum 

diundangkan. Pengujian terhadap undang-undang dapat dilakukan dengan cara 

judicial review dan judicial preview. Judicial review dilakukan setelah undang-

undang disahkan dan diundangkan, sedangkan judicial preview dilakukan setelah 

disahkan tetapi belum diundangkan. Mahkamah Konstisi sebagai lembaga pengawal 

konstitusi (the guardian of costitution) memiliki kewajiban untuk menjaga dan 

mengawasi berjalannya konstitusi di Indonesia, dimulai dari pembuatan sampai 

dengan penerapan konstitusi demi menjaga kedaulatan dan mencegah terjadinya 

produk hukum yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara. 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research), yaitu 

penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji 

sebagai sumber datanya, sehingga dalam menghimpun data yang dibutuhkan 

menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah 

pokok penelitian yaitu tentang konsep judicial preview yang ditinjau dari sudut 

pandang Siyāsah Dusturiyyah Sehingga dalam menghimpun data yang dibutuhkan 

menggunakan sumber-sumber yang berkaitan dengan buku-buku (kepustakaan) yang 

ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian yaitu tentang Siyāsah Dusturiyyah 

dan judicial preview. 

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis yang telah diuraikan 

sebelumnya. Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Judicial preview merupakan 

sebuah terobosan baru yang seharusnya diterapkan dalam sistem ketatanegaraan 

indonesia melalui lembaga peradilan, mengingat judicial preview merupakan bentuk 

pengawasan eksternal yang harusnya dilakukan oleh lembaga di luar pembuat undang 

undang, maka dalam hal ini Mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi 

menjadi lembaga yang paling tepat menerima dan menjalankan terkait kewenangan 

Judicial preview ini. 

 Siyāsah Dusturiyyah sangatlah mendukung penerapan sistem Judicial preview 

berdasarkan konsep wilayah al-mazalimi bahwa sebuah pengawasan harus dilakukan 

oleh hakim agar tidak terjadi tumpah tindih peraturan secara horizontal maupun 

vertikal. Karakteristik negara hukum regulasi menjadi tumpuan (kezaliman) terhadap 

rakyat, sebab peraturan-perundangan dapat menjadi dalil absolut terhadap kebijakan. 

Sehingga keberadaan konsep ini ruang keadilan dan keselarasan perundang-undang 

dapat tercipta dengan adanya pengawasan langsung oleh hakim mahkamah. 

 

 

Kata kunci :Pengujian Undang Undang, Judicial Preview, Mahkamah 

Konstitusi, Siyāsah Dusturiyyah 
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ABSTRACT 

 

Seeing the many laws and even hundreds of articles that have been canceled 

by the Constitutional Court, it becomes a very heart-wrenching sight considering the 

budget used to make a law is not a small budget, it is felt necessary to present a 

concept of testing or reviewing the law before invited. Testing of the law can be done 

by means of a judicial review and a judicial preview. The judicial review is carried 

out after the law is passed and promulgated, while the judicial preview is carried out 

after it has been ratified but has not yet been promulgated. The Constitutional Court 

as the guardian of the constitution has the obligation to maintain and supervise the 

passage of the constitution in Indonesia, starting from the creation to the 

implementation of the constitution in order to maintain sovereignty and prevent the 

occurrence of legal products that violate the constitutional rights of citizens. 

 

This research is library research, namely research that uses literature that is in 

accordance with the problems studied as a source of data, so that in collecting the 

required data using library sources that are related to the main problem of research, 

namely the concept of judicial preview which is reviewed. from the point of view of 

Siyāsah Dusturiyyah So that in collecting the required data using sources related to 

books (libraries) that are related to the main problem of research, namely about 

Siyāsah Dusturiyyah and judicial preview. 

 

Based on the results of the discussion and analysis that have been described 

previously. It can be concluded that the Judicial preview is a new breakthrough that 

should be implemented in the Indonesian constitutional system through the judiciary, 

considering that the judicial preview is a form of external supervision that should be 

carried out by institutions outside the legislature, so in this case the Constitutional 

Court as the guardian of the constitution becomes an institution. the most appropriate 

to accept and carry out the authority of this Judicial preview. 

 

Siyāsah Dusturiyyah strongly supports the application of the Judicial preview 

system based on the al-mazalimi area concept that a judge must carry out supervision 

so that there is no overlapping of regulations horizontally and vertically. The 

characteristics of the rule of law state become the foundation (tyranny) of the people, 

because laws and regulations can be an absolute argument for policy. So that the 

existence of this concept, the space for justice and the harmonization of laws can be 

created with direct supervision by the judges of the court. 

 

 

Keywords : Judicial Review, Judicial Preview, Constitutional Court, Siyāsah 

Dusturiyyah 
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MOTTO 

 

 

 

 

 

Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-

putusnya dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, 

bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan gelombang itu. 

(Marcus Aurelius) 

 

Sahabat paling baik dari kebenaran adalah waktu, musuhnya 

yang paling besar adalah prasangka, dan pengiringnya yang 

paling setia adalah kerendahan hati (Caleb CC). 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan 

tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 

0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba’ B Be ب

 ta’ T Te ت

 ṡa’ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa’ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 Żal Ż ze (dengan titik di atas) ذ

 ra’ R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa’ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 gain G Ge غ

 fa’ F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 waw W We و
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 ha’ H Ha ه

 hamzah ‘ Apostrof ء

 ya’ Y Ye ي

 

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 ditulis  Sunnah سنة

 ditulis  ‘illah علة

 

III. Ta’ Marbutah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis dengan h  

 ditulis  al-Mā’idah المائدة

  ditulis  Islāmiyyah إسلامية

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa 

Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

 

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 

dengan h. 

 

 Ditulis Muqāranah al-Maz\āhib مقارنة المذاهب

 

IV. Vokal Pendek 

1. ----  َ ---- fathah  ditulis a  

2. ----  َ ---- kasrah  ditulis  i  

3. ----  َ ---- dammah  ditulis  u  

 

V. Vokal Panjang  

1. Fathah + alif Ditulis A 

 إستحسان 
Ditulis Istih}sᾶn 

2. Fath}ah} + ya’ mati Ditulis ᾶ 

 أنثى 
Ditulis Uns\ᾶ 

3. Kasrah + yā’ mati Ditulis Ī 

 العلواني 
Ditulis al-‘Ālwānī 

4. D}ammah + wāwu mati Ditulis u>  

 علوم 
Ditulis ‘Ulu>m 
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VI. Vokal Rangkap  

1. Fath}ah} + ya’ mati  

 غيرهم

ditulis  

ditulis  

ai  

Gairihim 

2. Fath}ah} + wawu mati  

 قول

ditulis  

ditulis  

au  

Qaul  

 

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 ditulis  a’antum أأنتم

 ditulis  u’iddat أعدت

 ditulis  la’in syakartum لإن شكرتم

 

VIII. Kata Sandang Alif +Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

  ditulis  Al-Qur’an القرآن

  ditulis  al-Qiyas القياس

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 

 ditulis  ar-Risālah الرسالة

 ’ditulis  an-Nisā النساء

 

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 ditulis  Ahl al-Ra’yi أهل الرأي

 Ditulis Ahl as-Sunnah أهل السنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 

NRI) Tahun 1945 alinea IV mencakup empat hal tujuan Negara Republik Indonesia, 

yaitu melindung segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dariah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta 

melaksanakan ketertiban dunia. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat 

dikatakan bahwa negara Indonesia melindung tanah air dan seluruh warga negara 

Indonesia baik yang didalam maupun di luar negeri, serta menginginkan situasi dan 

kondisi rakyat Indonesia yang bahagia, adil, makmur dan sejahtera. Oleh karena itu 

pemerintah membingka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan aturan hukum 

yang mengikat, sebagai imana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 

yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum ”sehingga segala perbuatan 

yang dilakukan oleh warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang 

mengikat. 

Dalam menjalankan pemerintahan Indonesia, para pendiri (founding father) 

negara Indonesia mengadopsi sistem pembagian kekuasaan sebagai imana 

dikemukakan oleh Montesqiu yang membagi kekuasaan kedalam 3 (tiga) bagian 

yaitu; Legislatif, eksekutif dan yudikatif yang ketiganya memiliki fungsi dan 
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lembaga sendiri dalam menjalankan kekuasaanya.
1
 Kekuasaan Legislatif adalah 

kekusaan negara dalam membentuk undang undang yang diberikan kepada lembaga 

Legislatif (rule making function). Kekuasaan eksekutif adalah sebuah kekuasaan 

yang dimiliki oleh negara untuk menjalankan undang undang (rule application 

function). Sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan negara yang memiliki 

fungsi untuk memriksa dan mengadili dugaan atas pelanggaran undang undang (rule 

adjudication function).
2
  

Hal tersebut dapat dilihat dari Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 baik pra maupun pasca amandemen yaitu; Lembaga eksekutif 

yang diduduki oleh presiden dan dibantu oleh menteri yang mempunyai 

kewenangan menjalankan kekuasaan pemerintahan negara
3
. Lembaga Legislatif 

ataupun yang lebih dikenal dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

memegang kekuasaan pembentukan undang undang,
4
 selain mempunyai fungsi 

pembentukan undang undang, DPR juga mempunyai fungsi anggaran dan fungsi 

pengawasan. Sendangkan Lembaga yudikatif dilaksanakan oleh lembaga peradilan 

yang di duduki oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Mahkamah Agung (MA) yang mempunyai wewenang mengadili atas pelanggaran 

undang undang. sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempunyai 

                                                             
1RomiaLibrayanto,9TriasiPoliticasdalamiStruktur9KetatanegaraaniIndonesia,u(Makassar:9PU

KAP,u2008),9hlm.i18 
29Ibid..hlm.i19 
39Pasal949ayati(1)iUUDiNRIi19450 
49Pasali2099ayati(1)9dan9ayati(2)9UUDiNRIy19450 
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kewenangan sebagai  pengawal Konstitusi .
5
 

Sebagai negara hukum (rule of law) dengan sistem  hukum tertulis (civil 

law) sudah past membutuhkan banyak peraturan perundang undangan, maka DPR 

sebagai lembaga yang memegang kekuasaan Legislatif mempunyai peran yang 

sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang undangan. Sejak 

kemerdekaan sampaii dengan saat ini sudah terdapat banyak sekali peraturan 

perundang undangan yang sudah dibuat oleh lembaga Legislatif. Akan tetap tidak 

sedikit juga peraturan perundang undangan yang sudah di judicial review di 

mahkamah Konstitusi . Hal ini menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam proses 

pembentukan peraturan perundang undangan yang dilakukan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) selaku pemegang kekuasaan pembentukan peraturan 

perundang undangan.  

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai  pemegang kekuasaan 

Legislatif yang mempunyai kewenangan membuat undang undang sebagai  mana 

diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Pada tanggal 2 Oktober 2019 Legislatif baru saja 

mengesahkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2 11 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang 

Undangan tepatnya pada bab XA pasal 5A dan pasal 5B. Pasal tersebut mengatur 

tentang “pemantauan dan peninjauan terhadap undang undang.”
6
 “Pemantauan dan 

                                                             
59Pasali241ayati(1)iUUDiNRIi1945o 
69Lihat bab XA Pasal 95A Dan Pascal 95B Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019  ju.to 
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peninjauan terhadap undang undang merupakan kegiatan untuk mengamati, 

mencatat, dan menilai atas pelaksanaan undang undang yang berlaku sehingga 

diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan 

kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
7
 Hal ini dinilai akan 

berdampak pada pembahasan peraturan perundang undangan yang sudah 

dimasukkan dalam prolegnas sebelumnya. 

Pasal 5A ayat (1) menyebutkan “Pemantauan dan Peninjauan terhadap 

undang undang dilakukan setelah undang undang berlaku”. Jika ditelaah lebih jauh 

pasal ini menimbukan pertanyaan kenapa harus dilakukan pemantauan dan 

peninjauan terhadap undang undang yang sudah diundangkan Jika proses dan 

prosedurnya sudah sesuai dengan pedoman pembuatan peraturan perundang 

undangan yang ada.  

Melihat banyaknya Undang undang bahkan ratusan Pasal yang telah 

dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi, menjadi sebuah pemandangan yang sangat 

menyayat hati mengingat Anggaran yang digunakan untuk membuat suatu Undanga 

Undang bukanlah anggaran yang sedikit, disebutkan dalam salah satu media massa;  

“Koordinator Investigasi dan advokasi Seknas Forum Indonesia 

Untuk Transparans Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi mengatakan, 

untuk menyusun satu R UU usulan DPR, anggaran yang dipakai sekitar 

Rp1,9 miliar ditahun 2 11 dan meningkat menjadi Rp5,2 miliar pada 

tahun 2012. itu baru tahap penyusunan. Kegiatan lain yang berhubungan 

                                                                                                                                                                              
Undang Undang Nomor 13 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.. 
79Pasal 1 Ayat (14) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 ju.to Undang Undang Nomor 13 

tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.. 
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dengan pembahasan RUU juga menghabiskan biaya yang tak sedikit. 

Misalkan kegiatan rapat untuk membentuk RUU memakan anggaran 

sekitar Rp114 juta. Pencetakan Rp44 Juta, mengundang ahl Rp1 Juta dan 

konsinering (jalan jalan) Rp567 juta. Serta kunjungan kerja dalam negeri 

Rp 43 juta dan keluar negeri Rp3,2 miliar. RUU ratifikasi pada tahun 

2012 dibandrol Rp1 miliar dan UU pemekaran wilayah Rp2,9 Miliar. 

“Seperti pembentukan Kabupaten atau Provins baru,” kata Uchok dalam 

jumpa pers dikantor FITRA Jakarta, Minggu (3 /12).”
8
 

 

 Melihat data yang telah disampaikan di atas, maka dirasa perlu menghadirkan 

suatu konsep pengujian ataupun peninjauan terhadap undang undang sebelum 

diundangkan, berkaca pada tingginya angka permohonan Judicial review yang di 

terima oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal Konstitusi (the  

guardian of costitution) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 

NRI 1945. Untuk menyelesaikan 1 (satu) perkara pengujian undang undang 

Mahkamah konstitusi membutuhkan waktu yang cukup panjang yang dimulai dari 

proses pendaftaran perkara sampai dengan putusan, proses tersebut dimulai dari 

kelengkapan berkas sudah memakan waktu 7 hari kerja sejak perkara dicatatkan 

dalam buku registrasi perkara, MK mengirimkan surat pemberitahuan kepada MA 

untuk menghentikan pengujian undnag undang dibawah undang undang yang 

sedang diuji selambat lambatnya 7 hari kerja, penetapan hari persidangan pertama 

oleh panel hakim  selambat lambatnya 14 hari kerja sejak perkara di catatkan, 

persidangan pertama hakim memberikan waktu perbaikan dan/atau melengkapi 

berkas pemohon dalam jangka waktu 14 hari kerja, setelah perbaikan masuklah 

                                                             
89Di,kutip9dariahttps://www.hukumonline.com/berita/a/borosnyaabiayaapembuatanaundangau

ndangalt50e199f0bc17d?page=all9di9akses9pada9tanggal9299juli920229jam916.30 

https://www.hukumonline.com/berita/a/borosnya-biaya-pembuatan-undang-undang-lt50e199f0bc17d?page=all
https://www.hukumonline.com/berita/a/borosnya-biaya-pembuatan-undang-undang-lt50e199f0bc17d?page=all
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kedalam proses persidangan dimulai dari pemerikasaan pokok permohonan, alat 

bukti, keterangan presiden/pemerintah, keterangan DPR, keterangan saksi, 

keterangan ahli, keterangan pihak terkait, pemeriksaan alat bukti, putusan. Dari 

rangkaian kegiatan persidangan tersebut, sudah tentunya membutuhkan waktu yang 

lama untuk menyelesaikan 1 (satu) perkara PUU sehingga akan menghambat proses 

proses lain yang berkaitan dengan undang undang yang diujikan. 

Sejak diterapkannya sistem Judicial review pada tahun 2003 sampai 

dengan tahun 2022, sudah terdapat 1.582 kasus yang terdaftar dan sebanyak103 

kasus yang sedang berjalan kasus permohonan uji materi yang dicatatkan dalam 

buku registrasi perkara Mahkamah Konstitusi sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 

berikut;
 9
 

 

Tahun 

Jumlah perkara 

yang sedang  

dalam proses 

Jumlah 

Registrasi 

perkara 

Amar Putusan 
Jumlah 

Putusan 

Jumlah UU 

yang di uji 

2003  24 

Kabul: 

Tolak: 2 

Tidak diterima: 3 

Tarik kembali : 1 

Gugur:0 

Tidak berwenang:0 

4 16 

2004 20 27 

Kabul: 11 

Tolak: 8 

Tidak diterima: 12 

Tarik kembali : 4 

Gugur: 0 

Tidak berwenang:0 

35 14 

                                                             
99Rekapitulasiuperkaraupengujianuundangaundangudiumahkamahukonstitusi9https://www.9im

kri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=49diakses9pada9tanggal9219Maret92020 
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2005 12 25 

Kabul: 10 

Tolak: 14 

Tidak diterima: 4 

Tarik kembali : 0 

Gugur: 0 

Tidak berwenang: 0 

28 12 

2006 9 27 

Kabul: 8 

Tolak: 8 

Tidak diterima: 11 

Tarik kembali : 2 

Gugur: 0 

Tidak berwenang: 0 

29 9 

2007 7 30 

Kabul: 4 

Tolak: 11 

Tidak diterima: 7 

Tarik kembali :5 

Gugur: 0 

Tidak berwenang:0 

27 12 

2008 11 36 

Kabul: 10 

Tolak: 12 

Tidak diterima: 7 

Tarik kembali : 5 

Gugur: 0 

Tidak berwenang: 0 

34 18 

2009 12 78 

Kabul: 15 

Tolak: 18 

Tidak diterima: 11 

Tarik kembali : 7 

Gugur: 0 

Tidak berwenang: 0 

51 27 

2010 39 81 

Kabul: 18 

Tolak: 22 

Tidak diterima: 16 

Tarik kembali : 5 

Gugur: 0 

Tidak berwenang: 0 

61 58 

2011 59 86 

Kabul: 21 

Tolak: 29 

Tidak diterima: 35 

Tarik kembali : 9 

Gugur:0 

Tidak berwenang: 0 

94 55 



8 
 

2012 51 118 

Kabul: 30 

Tolak: 31 

Tidak diterima: 28 

Tarik kembali :5 

Gugur: 2 

Tidak berwenang: 1 

97 0 

2013 72 109 

Kabul: 22 

Tolak: 52 

Tidak diterima: 22 

Tarik kembali : 12 

Gugur: 1 

Tidak berwenang: 1 

110 64 

2014 71 140 

Kabul: 29 

Tolak: 41 

Tidak diterima: 37 

Tarik kembali : 17 

Gugur: 6 

Tidak berwenang: 1 

131 71 

2015 80 140 

Kabul: 25 

Tolak: 50 

Tidak diterima: 61 

Tarik kembali : 15 

Gugur: 4 

Tidak berwenang: 2 

157 77 

2016 63 111 

Kabul: 19 

Tolak: 34 

Tidak diterima: 30 

Tarik kembali : 9 

Gugur: 3 

Tidak berwenang: 1 

96 72 

2017 78 102 

Kabul: 22 

Tolak: 48 

Tidak diterima: 44 

Tarik kembali : 12 

Gugur: 4 

Tidak berwenang: 1 

131 58 

2018 49 102 

Kabul: 15 

Tolak: 42 

Tidak diterima: 47 

Tarik kembali : 7 

Gugur: 1 

Tidak berwenang: 2 

114 45 
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2019 37 85 

Kabul: 4 

Tolak: 46 

Tidak diterima: 32 

Tarik kembali : 8 

Gugur: 2 

Tidak berwenang: 0 

92 51 

2020 30 109 

Kabul: 3 

Tolak: 16 

Tidak diterima: 33 

Tarik kembali : 10 

Gugur: 0 

Tidak berwenang: 0 

62 48 

2021 50 71 

Kabul: 14 

Tolak: 39 

Tidak diterima: 34 

Tarik kembali : 11 

Gugur: 0 

Tidak berwenang: 1 

99 48 

2022 22 81 

Kabul: 7 

Tolak: 23 

Tidak diterima: 30 

Tarik kembali : 10 

Gugur: 0 

Tidak berwenang:0 

70 40 

Jumlah  1.582 

Kabul: 287 

Tolak: 557 

Tidak diterima: 512 

Tarik kembali : 158 

Gugur: 23 

Tidak berwenang: 12 

1.549 - 

 

 

Berdasarkan pada data yang telah disajikan diatas, terdapat 1.582 kasus yang 

terdaftar dan sebanyak 103 kasus yang sedang berjalan bukanlah jumlah yang 

sedikit mengingat kewenangan Mahkamah Konstitusi bukanlah hanya mengenai 

Judicial review saja tetapi juga memiliki kewenangan kewenangan lain yang harus 

dijalankan. Untuk menekan tingginya kasus uji materi perundang undangan 
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(judicial review) di Mahkamah Konstitusi, maka dirasa perlu dilakukan pengujian 

terlebih dahulu sebelum undang undang itu diundangkan (judicial Preview). Konsep 

pengujian undang undang sebelum diundangkan (judicial Preview)  sudah lama 

dipraktekkan di negara prancis.
10

 Maka Judicial Preview akan menjadi sebuah 

tawaran yang bersifat urgent demi tercapainya peraturan perundang undangan yang 

harmonis.  

Pengujian terhadap undang undang dapat dilakukan dengan cara judicial review 

dan judicial Preview. Judicial review dilakukan setelah undang undang disahkan 

dan diundangkan, sedangkan Judicial Preview dilakukan setelah disahkan akan 

tetapi belum diundangkan. Kensep pengujian Undang Undang sebelum Undang 

undang tersebut disahkan sudah dipraktekkan di negara Prancis. Undang Undang 

yang sudah jadi dan sudah disahkan oleh lembaga yang membuat Undang Undang 

terlebih dahulu dilakukan Uji Konstitusional oleh Lembaga Konstitusi Prancis yang 

dikenal dengan Dewan Konstitusi Prancis, setelah suatu Undang Undang dinyatakan 

tidak bertentangan dengan Konstitusi barulah Undang undang tersebut diundangkan 

dan dinyatakan berlaku
11

. 

Pengujian undang undang dilakukan oleh Dewan Konstitusi (Constitutional 

Council) yang berwenang melakukan pengujian Undang undang secara a priori 

                                                             
109Alek,KarciiKurniawan,iJudicialiPreviewiSebagaiiMekanismeiVerifikasiiKonstitusionalitas9

SuatusRancanganiUndangaUndang,9JurnaliKonstitusi,iVolumek11,iNomor14,u(Desembera2014).

9hlmi9 
119Jimly9Ashiddiqie,uModellModeliPengujianiKonstitutional9dilBerbagaiiNegara,uJakarta;9K

onstitusiuPress,820059hlm.756a59. 
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atauu bersifat preventif (ex ante review,).
12

 Dewan Konstitusi berwenang menguji 

rancangan undang undang (RUU) dan ratifikasi terhadap perjanjian internasional 

berdasarkan permintaan Presiden, Perdana Menteri, atau Ketua dari majelis/kamar 

dalam Parlemen, atau 6 anggota dari masing masing majelis atau kamar dalam 

Parlemen. Jika perjanjian internasional tersebut dinyatakan bertentangan dengan 

UUD, maka ratifikasi atau persetujuannya tidak dapat dilakukan kecuali terjadi 

amandemen UUD.
l 

Dalam hal RUU tersebut dinyatakan inKonstitusional maka 

RUU tersebut tidak dapat diundangkan atau dilaksanakan.
13

  

Permasalahan ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas mengingat 

pengharmonisasian dan singkronisasi peraturan/regulasi sangat urgent dilakukan. 

Guna menambah daya Tarik dalam pembahasan tentang Judicial Preview ini, 

penulis sedikit menyinggung tentang Siyāsah Dusturiyyah. Siyāsah Dusturiyyah 

merupakan bagian dari fiqh Siyāsah yang membahas masalah perundang undangan 

Negara. Dalam Siyāsah Dusturyyah membahas konsep Konstitusi legislasi, lembaga 

demokrasi dan syura yang merupakan bagian terpentng dalam perundang 

undangan
14

 Oleh karenaa itu, pembahasan pada tesis ini akan difokuskan pada 

urgentnya penerapan Judicial Preview dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

Perspektif Siyāsah Dusturiyyah  

 

                                                             
129Ibid.9hlm986 
139Jimly9Ashiddiqie,9MahkamahuKonstitusi:aKompilasiuKetentuaniKonstitusi,hUndangaUnd

ang9daniPeraturaniDi078iNegara,19Jakarta;9PusatuStudiwHukumuTataoNegarahFakultasoHuku

m9UniversitasyIndonesiaa(AsosiasiaPengajar9–Hukuma9Tataa9Negara9adan9–

Hukuma9Administrasi9NegaraaIndonesia),u20059hlm.,9499.9 
149Ibid...hlm9177 



12 
 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

kedalam rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah konsep judicial preview dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia? 

2. Bagaimanakah Judicial preview perspektif Siyāsah Dusturiyyah? 

 

C. Tujuan Dan Kemanfaatan 

 

1. Tujuan  

a. Untuk menjelaskan, menganalisa dan mengkritisi Konsep judicial preview 

dalam sistem tata negara. 

b. Untuk menjelaskan, menganalisa dan mengkritisi Judicial preview 

perspektif Siyāsah Dusturiyyah  

 

2. Kemanfaatan  

a. Manfaat teoritis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

berupa kontribusi pemikiran terhadap penerapan konsep judicial preview 

dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia,  serta dapat dijadikan sebagai 

bahan rujukan bagi peneliti peneliti hukum (legal researcher) selanjutnya 

khususnya yang berkaitan dengan judicial preview. 

 



13 
 

b. Manfaat Praktis 

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

para pemerhati konstitusi khususunya para perancang undang-undang 

(legislative drafter) dalam membuat peraturan perundang-undangan, 

amandemen undang undang dasar yang mengatur mengenai 

kewenangan mahkamah konstitusi, perubahan undang undang 

tentang mahkamah konstitusi, terutama yang berkaitan dengan tugas 

dan fungsi mahkamah konstitusi sebagai lembaga pengawal 

konstitusi (the guardian of constitution), para pegiat konstitusi,  serta 

masyarakat umum agar dapat memberikan pemahaman mengenai 

pengujian undang undang khususnya yang berkaitan dengan judicial 

preview. 

2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan Theses sarjana strata 2 (Dua). 

 

D. Telaah Pustaka 

 

Bersdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, dijumpai bebarapa tulisan 

yang berkaitan dengan penelitian penelitian, serta tulisan tulisan sebelumnya yang 

berkaitan dengan judicial preview, diantaranya yaitu; 

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Alek Karci Kurniawan, yang berjudul 

“Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu 

Rancangan Undang-undang”, penelitian ini mengkaji dan mengembangkan suatu 
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mekanisme check list guna memastikan bahwa tiap proses pembuatan undang-

undang sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan harapan masyarakat. Berbeda 

dengan apa yang dirumuskan oleh penulis, yang mana akan lebih memfokuskan 

kepada urgensi penerapannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
15

 

Kedua, buku Hukum Acara Pengujian Undang-Undang yang di tulis oleh prof. 

jimly Asshiddiqie  dan diterbitkan oleh konstitusi press pada tahun 2006, 

menjelaskan pengertian dan perbedaan judicial review dan jucial preview, namun 

tidak membahas  lebih dalam tentang judicial preview. Sehingga masih sangat 

membuka peluang penulis untuk mengkaji tentang judicial preview lebih dalam 

lagi.
16

 

Ketiga, Machmud aziz seorang pensiunan kementerian hukum dan ham 

sekaligus mantan staff ahli/asisten hakim mahkamah konstitusi republik Indonesia 

pernah melakuakan penelitian yang di tuliskan dalam jurnal hukum yang berjudul 

Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-

undangan Indonesia yang diterbitkan oleh mahkamah konstitusi dalam Jurnal 

Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010. Tulisan machmud aziz lebih 

menekankan kepada proses pengujian undang-undang pasca diundangkan  (jucial 

review). Meskipun beliau banyak menjelaskan tentang mekanisme pengujian 

undang-undang akan tetapi tidak sama sekali menyinggung mengenai judicial 

                                                             
15 Alek Karci Kurniawan, Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas 

Suatu Rancangan Undang Undang, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, (Desember 2014). 

hlm 16. 
16 Jimly Asshiddiqqie, Hukum Acara Pengujian undang undang, (Jakarta: Konstitusi press, 

2006). hlm viii 
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preview yang akan diteliti lebiih lanjut oleh penulis sehingga masih terbuka 

kemungkinan untuk meneliti lebih lanjut tentang judicial preview.
17

 

Keempat, Mahkamah Agung Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Indonesia 

berpengalaman dalam memeriksa perjanjian internasional, meskipun konstitusi 

Indonesia dan hukum nasional tidak menetapkan masalah ini secara eksplisit, artikel 

ini membahas kemungkinan Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk memeriksa 

judicial Preview dari perjanjian internasional dan judicial Preview tentang 

perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Artikel ini ditulis oleh Dewi Nurul 

safitri dalam jurnal yang berjudul; Constitutional Preview and Review of 

International Treaties: France And Indonesia Compared Constitutional Review. 

Kelima, jurnal yang dituliskan oleh Noor Sidharta, Sudarsono, I Nyoman 

Nurjaya dan Bambang Sugiri, dengan judul Judicial Preview on the Bill on 

International Treaty Ratification, Constitutional Review. Jurnal ini menjelaskan 

tentang penerapan konsep judicial preview yang kewenangannya di berikan kepada 

mahkamah konstitusi, konsep judicial preview yang ditawarkan oleh Noor dkk ini 

terbatas pada ratifikasi perjanjian internasional dengan sistem terbatas, dalam arti 

bahwa ratifikasi perjanjian internasional yang sudah diundangkan  tidak dapat 

diajukan uji materi sebelum 5 tahun berlakukanya perjanjian tersebut. sedangkan 

penulis akan menawarkan konsep judicial preview dalam proses pembuatan 

                                                             
17 Machmud aziz, Pengujian Peraturan Perundang undngan dalam Sistem perundang 

undangan Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 7,  Nomor 5, (Mei 2010). hlm 12 
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perundang-undangan.
18

 

Keenam, penelitian selanjutnya juga berkaitan dengan ratifikasi perjanjian 

internasional, jurnal yang ditulis oleh Noor sidharta yang berjudul Laws of 

Ratification of an International Treaty in Indonesian Laws Hierarchy dan 

diterbitlkan dalam jurnal Constitutional review, Desember 2017, volume 3, 

numbuer 2. Jurnal ini tidak terlalu beda dengan jurnal sebelumnya yang juga ditulis 

oleh Noor sidharta dkk yang membahas tentang konsep judicial Preview, jurnal ini 

semakin menguatkan konsep yang sudah ditawarkan sebelumnya. Jurnal ini pun 

semakin menambah keyakinan penulis bahwa penerapan konsep judicial preview 

memanglah sudah bersifat urgent.
19

 

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Hendrik Hattu, seorang dosen hukum 

tata negara universitas pattimura, tulisan beliau ini dimuat dalam jurnal Mimbar 

Hukum volume 23, Nomor 2 juni 2011. Beliau memasukkan konsep judicial 

preview dalam prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, hal ini 

dilakukan demi mewujudkan undang-undang yang responsif . penelitian ini di mulai 

dari kegelisahan banyaknya undang-undang yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada para 

legislative drafter sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih responsif dan 

                                                             
18 Noor Shidarta, Sudarsono, Judicial Preview on the Bill on International Treaty Ratification, 

Constitutional Review, Volume 3, Number 1, (Mei 2017),  hlm 18 
19 Noor shidarta dkk, Laws of Ratification of an International Treaty in Indonesian Laws 

Hierarchydan, jurnal Constitutional review, , volume 3, numbuer 2, (Desember 2017). hlm 22 
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sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
20

 

 

                                                             
20 Hendrik Hattu, Tahapan Undang Undang Responsif , jurnal Mimbar Hukum volume 23, 

Nomor 2.  (Juni 2011), hlm 17 

No. Penulis Judul Hasil Pembahasan 

1. Alek Karci 

Kurniawan 

Judicial Preview Sebagai 

Mekanisme Verifikasi 

Konstitusionalitas Suatu 

Rancangan Undang-

undang 

Mengembangkan suatu mekanisme 

chek List pada proses pembuatan 

Undang Undang 

2. jimly 

Asshiddiqie   

Hukum Acara Pengujian 

Undang-Undang 

Menjelaskan pengertian dan 

perbedaan judicial review dan 

judicial preview 

3. Machmud 

aziz 

Pengujian Peraturan 

Perundang-Undangan 

dalam Sistem Peraturan 

Perundang-undangan 

Indonesia 

Menjelaskan tentang pengujian 

undang-undang  setelah di 

undangkan atau yang biasa disebut 

“Judicial review” 

4. Dewi Nurul 

safitri 

Constitutional Preview 

and Review of 

International Treaties: 

France And Indonesia 

Compared Constitutional 

Review. 

Penelitian ini membandingkan 

konsep pengujian undang undang di 

negara Prancis dan negara Indonesia 

5. Noor 

Sidharta, 

Dkk 

Judicial Preview on the 

Bill on International 

Treaty Ratification, 

Constitutional Review 

Menjelaskan tentang pelembagaan 

Judicial Preview di Mahkamah 

Konstitusi, penelitian ini hanya  

membatasi pada ruang lingkup 

ratifikasi perjanjian internasional 

6. Noor 

Sidharta 

Laws of Ratification of an 

International Treaty in 

Indonesian Laws 

Hierarchy 

Penelitian ini mirip dengan 

penelitian sebelumnya menekankan 

pada penerapan Judicial Preview 

atau mekanisme Chek List pada 

ratifikasi perjanjian internasional 

7. Hendrik 

Hattu  

Tahapan Undang Undang 

Responsif 

Penelitian ini berfokus pada proses 

pembuatan peraturan perundang 

undangan dengan menambahkan 

mekanisme Judicial Preview pada 

tahapan pembuatan peraturan  

perundang undang. 
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8. Ade Irawan 

Taufik 

Gagasan mekanisme 

pemantauan dan 

peninjauan peraturan 

perundang undagan 

Meneliti tentang efektifitas 

pemantauan dan peninjauan 

peraturan perundang undangan pasca 

berlakunya undanh undang nomor 

15 tahun 2019 tentang pembentukan 

peraturan perundang undangan, 

penelitian ini menyarankan untuk 

perlu melakukan evaluasi  lebih 

lanjut terkait dengan analisis dan 

evaluasi terkait dengan pembentukan 

peraturan perundang undangan 

sesuai dengan apa yang termuat 

dalam undang undnag no 15 tahun 

2019 tentang pembentukan peraturan 

perundang undangan. 

9. Irma 

Iktaviani 

Sukmawati  

Gagasan pembadanan 

pengujian Preventif 

kedalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia 

Menganalisis dan mengkaji suatu 

mekanisme chek list terhadan suatu 

rancangan undang undang  dan 

memastikan bahwa proses 

pembuatan peraturan perundang 

undangan sudah sesuai dengan 

konstitusi  

10. Alfian 

Yulianto 

Judicial Preview sebagai 

penakaran konstitusional 

rancangan undang undang 

Mengenalkan konsep judicial 

preview dalam mekanisme legislasi 

sebagai upaya perbaikan sistem 

hukum di indonesia 

11. Devi 

Yulinda, 

Dkk 

Perluasan kewenangan 

mahkamah konstitusi 

dalam menguji 

konstitusionalitas 

rancangan undang undang 

pengesahan perjanjian 

internasional melalui 

Judicial Preview 

Penelitian Menekankan kepada 

pengujian konstitusional suatu 

ratifikasi perjanjian internasional  

sebelum disahkan dan di berlakukan 

di indonesia 

12. Dimas 

Firdausy 

Hunafa 

Menggagas mekanisme 

preventive Review Oleh 

Mahkamah Konstitusi 

Upaya Percepatan 

Pembangunan Nasional 

Melalui Produk Hukum 

Berkualitas 

  

Terdapat urgensi  untuk Menggagas 

upaya preventif review  melalui 

lemabaga mahkamah konstitusi  

guna menjamin konstitusionalitas 

produk hukum di negara Indonesia 
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Berdasarkan telaah kepustakaan yeng telah di uraikan diatas, penelitian yang 

akan penulis uraikan memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Pada penelitian sebelumnya, hanya mengenalkan sistem pengujian preventif dengan 

membandingkan dengan negara negara Chili, dan Polandia. Sedangkan penulis 

13. Victor 

Imanuel W. 

Nalle 

Kontruksi model 

pengujian Ex Ante 

terhadap Rancangan 

Undang undang 

Membandingkan model pengujian 

finladia, prancis dan indonesia. 

Untuk memperbaiki produk hukum 

indonesia, tidak cukup hanya 

melakukan pengujian 

konstitusionalnya saja tetapi juga 

pada sisi teknis yuridis dan 

harmonisasi dengan undang undang 

yang lainnya 

14. Patawari Perbandingan mahkamah 

konstitusi Negara 

Republik Indonesia 

dengan Negara Republik 

Chili 

Pengujian undang undang pada 

kedua negara yang sama sama 

menggunakan konstitusi sebagai 

dasar negara dan memiliki lembaga 

pengawal konstitisu (Mahkamah 

Konstitusi) hanya cara pengujiannya 

berbeda, Chili menerapkan 

pengujian undang undang sebelum 

diundangkan (Judicial Preview) 

sedangkan indonesia menerapkan 

pengujian undang undang setelah di 

undangkan (Judicial review) 

15. Desi 

Wulandari  

EX ANTE REVIEW dalam 

mewujudkan 

konstitusionalitas 

peraturan perundang 

undangan di Indonesia 

Sebagai upaya peningkatan produk 

hukum berkualitas diperlukan 

penambahan kewenangan kepada 

mahkamah konstitusi untuk 

melakukan pengujian konstitusional 

terhadap undang undang yang sudah 

disahkan tetapi belum di undangkan 

(dimuat dalam lembaran negara) 

dengan tujuan meminimalisir 

ketidak percayaan masyarakat 

terhadap produk hukum yang di buat 

oleh lembaga legislasi 
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lebih menekankan kepada perlunya pengujian undang undang sebelum diundangkan 

dengan menggunakan Siyāsah Dusturiyyah sebagai pisau analisis guna 

meminimalisir produk hukum/undang-undang yang tidak sesuai dengan keinginan 

masyarakat. Sehingga dengan diterapkannya sistem Judicial Preview dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia diharapkan peluang untuk dilakukan judicial review 

semakin kecil serta hubungan antar lembaga negara baik eksekutif, Legislatif dan 

Yudikatif berjalan seimbang dengan mekanisme saling kontrol dan saling 

mengawasi. 

 

E. Kerangka Teoritik 

 

Kerangka teori yang akan digunakan dalam penulisan ini yaitu: 

1. Negara Hukum 

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum yang merupakan 

terjemahan langsung dari rechtsstaat dan bukan merupakan negara negara 

yang berdasarkan atas kekuasaan (machtsstaat).
21

  sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.  

Pemikiran Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan 

perangkat hukum itu sendiri sebagai sebuah sistem yang fungsional dan 

berkeadilan, negara hukum dibangun dan dikembangkan dengan menata infra 

struktur dan supra struktur, ekonomi, social dan kelembagaan politik yang 

                                                             
21 Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara.( Bogor; Ghalia, 2004). Hlm 34 
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tertib dan teratur, serta di tumbuhkembangkan dan dibina dengan membangun 

budaya kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sebuah sistem 

hukum itu perlu dibangun (law making) dan ditegakkan (law enforcing) 

sebagaimana mestinya, dimulai dengan menempatkan konstitusi sebagai 

hukum yang paling tinggi (the supreme law of the land). Demi menjamin 

tegaknya konstitusi sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi, maka 

dibentuklah sebuah Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian dan sekaligus 

the ultimate interpreter of the constitution.
22

 

Sebelum lebih jauh membahas konstitusi dirasa perlu untuk 

mempertanyakan apakah yang dimaksud dengan konstitusi? Dan apa itu 

Konstitusionalisme?. Dalam hal ini D.r. Harjono seorang akademisi dan juga 

praktisi konstitusi menjelaskan tentang perbedaannya keduanya. Menurut 

beliau, Konstitusi adalah Produknya, Konstutisionalisme adalah teori dan 

doktrin tentang Konstitusi. Beliau  mengungkapkan dalam istilah asing “the 

house of the constitution is the home of the nation”. Bangunan sebuah 

konstitusi harus bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi sebuah 

bangsa. Untuk menyelaraskan aspek house dan home dalam sebuah konstitusi 

inilah, doktrin konstitusionalisme berperan.
23

 

                                                             
22 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, https://pn-gunungsitoli.go.id/-

assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada tanggal 10 desember 2019 
23 Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Jakarta, sekretariat jenderal dan Kepaniteraan 

Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama Agustus 2008. Hlm 21-22. 

https://pn-gunungsitoli.go.id/-assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf
https://pn-gunungsitoli.go.id/-assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf
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Doktrin konstitusionalisme muncul pada saat kewenangan tidak lagi 

berada ditangan seseorang atau lembaga yang bersifat absolut. 

Konstitusionalisme selalu mengacu pada perkembangan di dunia barat terkait 

proses merusutnya kewenangan raja raja absolut dan munculnya paradigma 

pembagian kekuasaan (power sharing). Praktik pembagian kekuasaan 

pertamakali terjadi di dalam Konstitusi Republik Romawi sekitar 300 SM. 

Dalam konstitusi republik  ini, ada tiga elemen pemerintahan yang diharapkan 

bisa memunculkan tradisi saling memeriksa dan mengimbangi satu sama lain 

(Checks and Balance). Pertama, Elemen monarki. Unsur ini di duduki oleh 

raja yang berkuasa sebelum terbentuknya republik dan sekarang 

memanifestasikan diri kedalam jabatan penasehat. Kedua, unsur aristokratis 

yang diwujudkan dalam bentuk senat, sebuah majelis yang pada suatu masa 

memiliki kekuasaan Legislatif. Ketiga, unsur Demokratis. Yaitu berupa 

pertemuan pertemuan rakyat dalam tiga jenis konvensiyang dibagi 

berdasarkan Tanah (Cury) dan rakyat (century).
24

 

Paham mengenai Konstitusionalisme semakin berkambang di abad ke-20 

ini, sehingga tidak ada negara yang muncul kedunia yang tidak memiliki 

Konstitusi. Walaupun dari setiap negara baru selalu mengalami kegoncangan 

dan kekacauan, yang menyebabkan pergantian pemerintahan dan hapusnya 

suatu konstitusi, tetapi peristiwa-peristiwa yang tragis tersebut selalu disusul 

dengan berdirinya pemerintahan baru dengan membawa konstitusi yang baru 

                                                             
24CF, Strong, Konstitusi-Konstitusi politik Modern, Nuansa, Bandung 2004. hlm 27. 
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lagi.  Menurut penyelidikan yang terbaru piagam politik yang memenuhi 

syarat-syarat kenegaraan, pertama kali muncul pada abad ke-7. Konstitusi 

pertama yaitu  lahir di benua Asia, khususnya Arabia, sebagai hasil 

persetujuan bersama masyarakat madinah yang terdiri atas berbagai suku, 

golongan dan agama. Konstitusi itu disebut Piagam madinah.
25

 

 

2. Pengujian Peratuaran Perundang Undangan  

Sebagai sebuah negara yang berasaskan hukum, kita tidak dapat terhidar 

dari pertentangan antara norma hukum dalam kehidupan sehari hari. Padahal 

seyogyanya suatu sistem peraturan perundang undangan tidak boleh ada 

pertentangan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang 

lainnya. Hans Kelsen mangatakan bahwa adanya pertentanganan antara 

norma hukum disebabkan oleh lembaga yang berwenang untuk membuat 

norma hukum dan menciptakan norma yang saling bertentangan atara norma 

yang satu dan norma yang lain.
26

 
 

Suatu konflik antara norma hukum yang terjadi dalam prktek pembuatan 

peraturan perundang undangan dapat di atasi dengan melakukan pengujian 

(toetsingrecht), pengujian dapat dilakukan dengan memberikan kepada 

lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian norma, 

                                                             
25 Zainal abidin, Piagam Madinah, Cet. 1 Pustaka Al-Kautsar jakarta. 2014. Hlm 182 
26 Hans kelsen, Teori Hukum Murni (Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif), Alih bahasa Raisul 

Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 205. 
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sepertihalnya Judicial review.
27 

Istilah toetsingrecht dan judicial review memiliki perbedaan secara 

terminologi dan pendekatan hukum. Pada Negara yang menganut sitem ”civil 

law” menggunakan istilah “Toetsingrecht” sedangkan Negara yang menganut 

sistem “anglo saxon” menggunakan istilah “judicial review” atau 

“constitutional review”. Akan tetapi pada pelaksanaannya  istilah “judicial 

review” atau “constitutional review” juga digunakan oleh Negara negara 

yang menganut sistem hukum “civil law” seperti Negara Perancis dan 

Jerman.
28

 

Apabila diartikan kata per kata tanpa mengaitkannya dengan sistem 

hukum tertentu istilah toetsingsrecht berarti hak menguji, sedangkan istilah 

judicial review berarti peninjauan oleh lembaga peradilan. Jadi pada 

dasarnya, kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama, yaitu kewenangan 

untuk menguji dan/atau meninjau. Hanya saja istilah judicial review secara 

spesifik sudah ditentukan bahwa yang berwenang pengujian adalah lembaga 

peradilan taitu hakim.
29

  

Secara umum “teotsingrecht” memiliki pengertian yang lebih luas 

dibandingkan dengan ”jucial review” dan “constitutional review”. Hak 

                                                             
27 Jimly Asshidiqie, Model-model Pengujian Konstitusional di berbagai Negara. hlm 159. 
28 Ibid. hlm 168. 
29 Fatmawati, Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum 

Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 7-8 
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menguji (teotsingrecht) yang di lakukan oleh lembaga yudikatif disebut 

judicial review, yang dilakukan oleh lembaga legislatif disebut ”legislatif 

review” dan yang dilakukan oleh lembaga eksekkutif disebut “eksekutif 

review”.
30

 

Begitu pula dengan pemakaian istilah “judicial review” dan 

“constitituonal review”. Terdapat dua perbedaan antara keduanya, Pertama, 

constitutional review tidak hanya dapat dilakukan oleh hakim atau pengadilan 

tetapi juga dapat dilakukan oleh lembaga di luar pengadilan, sedangkan 

“judicial review” hanya dilakukan oleh lembaga peradilan. Kedua, konsep 

“constitutional review” menyangkut pengujian konstitusionalitasnya, 

sedangkan “judicial review” mencakup persoalan legalitas peraturan di bawah 

undang-undang terhadap undang- undang, dan terhadap Unadng Undang 

Dasar. Dilihat dari objeknya Istilah judicial review memiliki pengertian lebih 

dari constitutional review sebab yang di uji bukan hanya produk hukum 

berbentuk undang-undang, tetapi juga peraturan perundang-undangan yang 

ada di bawah undang-undang.
31

 

Dalam praktiknya, Indonesia mengatur ketiga pengujian tersebut. 

Pengujian oleh hakim (toetsingsrecht van de rechter atau judicial review) 

diatur baik sebelum dan sesudah perubahan UUD NRI 1945. Pengaturan 

                                                             
30 Jimly Asshidiqie, Model-model Pengujian Konstitusional di berbagai Negara. hlm 1-2 
31 Asri Muhammad Saleh & Wira Atmadja Hajri, Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 14 
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mengenai pengujian peraturan perundang-undangan pada masa berlakunya 

UUD NRI 1945, pertama kali diatur dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 

1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah 

Agung memiliki kewenangan menguji  peraturan perundang-undangan di 

bawah undang-undang terhadap undang-undang. Setelah perubahan UUD 

NRI 1945, kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang terhadap undang-undang tetap merupakan kewenangan 

Mahkamah Agung, sedangkan pengujian undang-undang terhadap UUD 

merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. 

Pengujian undang-undang oleh lembaga legislatif (legislative review) 

dilakukan dalam kapasitas sebagai lembaga yang membentuk dan membahas 

serta menyetujui undang-undang bersama-sama dengan Presiden. Sebelum 

perubahan UUD NRI 1945, kekuasaan pengujian undang-undang terhadap 

UUD dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR) berdasarkan 

Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata 

Urutan Peraturan Perundang-undangan.  

Jimly mejelaskan tentang pengujian undang undang dapat dibagi 

berdasarkan dengan waktu pengujian. Yaitu Pertama, pengujian yang 

dilakukan sesudah Undang Undang disahkan (judicial review) dan yang 

Kedua pengujian yang dilakukan sebelum Undang Undang disahkan (judicial 

preview). Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie mengemukakan perbedaan judicial 

review dan judicial preview. Pengujian undang-undang yang dilakukan oleh 
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lembaga peradilan dibedakan antara judicial review dan judicial preview. 

Review berasal dari kata re dan view berarti memandang, menilai, atau 

menguji kembali, sedangkan preview berasal dari kata pre dan view yang 

berarti kegiatan meninjau lebih dulu dari sempurnanya keadaan objek yang di 

pandangi.
32

 

Apabila suatu pengujian itu dilakukan terhadap norma hukum yang 

bersifat abstrak dan umum (general and abstract norms) secara “a 

posteriori”, maka pengujian tersebut disebut sebagai “judicial review”. Dan 

apabila pengujian bersifat “a priori”, atau pengujian yang dilakukan terhadap 

sebuah rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh legislatif tetapi 

belum diundangkan, disebut sebagai “judicial preview”.
33

 

Jika mengamati penjelasan diatas dan dikaitkan dengan objek pengujian 

maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengujian yang dilakukan oleh 

lembaga peradilan terhadap undang-undang yang sudah di sahkan dan 

memiliki kekuatan mengikat disebut judicial review, dan pengujian yang 

dilakukan sebelum undang-undang berlaku atau belum diundangkan disebut 

judicial preview.
34

 

Negara Indonesia saat ini menerapkan judicial review, sehingga yang 

dilakukan pengujian adalah undang-undang yang sudah berlaku dan memiliki 

                                                             
32 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang Undang cet.ke-3 (Jakarta: Konstitusi 

Press, 2006) hlm. 4 
33 Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, cet. 2, 

(Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 6-7 
34 Undang-undang yang dimaksud belum berlaku adalah rancangan undang undang  
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kekuatan hukum mengikat, berbeda dengan Negara Prancis yang menerapkan 

judicial preview, karena yang menjadi batu ujinya adalah sebuah rancangan 

undang-undang yang sudah disahkan oleh parlemen, akan tetapi belum 

disahkan dan diundangkan.  

Pengujian undang-undang terhadap Undang Undang dasar di Prancis 

dilakukan oleh sebuah Dewan Konstitusi (Constitutional Council) yang 

memiliki kewenangan melakukan pengujian Undang Undang secara a priori 

atau bersifat preventif (ex ante review).
35

 Dewan Konstitusi (Constitutional 

Counci)l berwenang menguji rancangan undang undang (RUU) dan ratifikasi 

terhadap perjanjian internasional berdasarkan permintaan Presiden, Perdana 

Menteri, atau Ketua atau 60 anggota dari masing-masing majelis/kamar 

dalam Parlemen.
36

 Apabila sebuah perjanjian internasional yang diuji 

dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar, maka ratifikasi 

perjanjian Internasional tersebut tidak dapat dilakukan kecuali terjadi 

amandemen UUD.
37

 Dan  apabila yang di Uji adalah sebuah RUU dan 

dinyatakan inkonstitusional maka RUU yang telah diuji tersebut tidak dapat 

                                                             
35 Ibid hlm 86 
36 Article 54 Constitution of France mengatur revisi konstitusional untuk ratifikasi 

(constitutional revisions for ratification), sedangkan Article 61 Constitution of France mengatur 

pengawasan terhadap UU yang dibuat oleh Parlemen (Control of Parliamentary Acts). Lihat 

Article 54 dan Article 61 Constitution of France dalam Mahkamah Konstitusi: Kompilasi 

Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan Di 78 Negara, (Jakarta: Pusat Studi Hukum 

Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia-Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan 

Hukum Administrasi Negara Indonesia, t.t.), hal. 499. 
37 Ibid 
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diundangkan atau dilaksanakan.
38

 

 

3. Siyāsah Dusturiyyah  

Siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan 

memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. 

Pengertian secara kebahasan ini mengisyaratkan bahwa tujuan Siyasah adalah 

mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk 

mencapai sesuatu.
 39

 Abdul Wahab Khallaf dalam buku “Fiqh Siyasah 

Kontektulitas Doktrin Politik Islam” mendefinisikan bahwa Secara 

terminologis Siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan 

untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.
40

 

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas 

masalah perundang-undangan Negara. Dalam siyasah dusturiyah membahas 

konsep konstitusi legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan 

bagian terpenting dalam perundang undangan .
41

 

Dusturi berasal dari bahasa Persia yang artinya seseorang yang memiliki 

wewenang, baik dalam bidang politik maupun agama. Setelah mengalami 

penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur memiliki pengertian asas 

dasar/pembinaaan. Pengertian dustur secara istilah berarti kumpulan kaidah 

                                                             
38 Ibid hlm 500 
39 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontektulitas Doktrin Politik Islam, cet. Ke 2 (Yogyakarta: 

Kencana, 2016), hlm 3. 
40 Ibid… hlm 4 
41 Muhammad Iqbal, Fiqh siyasah kontekstuakisasi doktrin politik dalam isla, (Jakarta: Prenada 

media group, 2014) hlm 177 
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yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara anggota masyarakat 

dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis 

(kostitusi).
42

 

Siyasah Dusturiyah mencakup Siyasah tasyri’iyah (Siyasah penetapan 

hukum yang sesuai dengan syariat), Siyasah qadhaiyah (Siyasah peradilan 

yang sesuai menurut syariat), Siyasah tanfidziyah syar’iyah (Siyasah 

pelaksanaan syariat), fiqih Siyasah Dusturiyah adalah Siyasah yang 

berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan 

batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan 

yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetepan hak-hak yang wajib 

bagi individu dan masyarakat.
43

 

Siyasah tasyri’iyyah termasuk didalamnya ahlul halli wal aqdi 

perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslimin dan non muslim didalam 

suatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan 

pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainaya.
44

 

Al-sulthah al-tasyriiyyah atau kekeuasaan legislatif dalam islam yaitu 

kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Al-

sulthah al-tasyriiyyah digunakan untuk menujukkan satu kewenangan 

dan/atau kekuasaan pemerintah islam dalam menagatur masalah kenegaraan 

                                                             
42 Ibid… hlm 154 
43 J. Suyuthi Pulungan, Fiqih Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran, cet. ke-4, (Jakarta; 

RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 40. 
44 Dzajuli, Fiqih siyasah : implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariyah, 

(Jakarta:  Kencana, 2003). hlm. 48   
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dalam hal menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh 

masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang diajarkan dalam syariat islam. 

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam suatu 

negara karena ketentuan dan keteapan yang dikeluarkan oleh lembaga 

legislatif akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan 

dipertahannkan oleh lembaga yudikatif. Orang orang yang duduk dilembaga 

legislatif adalah orang orang yang ahli fatwa (mufti) dan mujtahid serta para 

pakar dalam berbagai bidang, karena menetapkan syariat hanyalah wewenang 

Allah SWT, sebagaimana di jelaskan dalam firmannya Q.S Al-An’am 6:57 (in 

al-hukm illa lillah), maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya 

sebatas memahami sumber sumber syariat islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah 

Nabi, dan menjelaskan hukum yang terkandung didalamnya. 

Undang undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif 

harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam sumber syaraiat islam 

tersebut diatas, oleh karena itu terdapat dua fungsi lembaga legislatif. 

Pertama, dalam hal yang ketentuannya sudah terdapat dalam nashh Al-quran 

dan sunnah, undang undang yang dikeluarkan oleh al-sulthah al-tasyriiyyah 

adalah undang undang ilahiyyah yang disyariatkan dalam Al-Quran dan 

dijelaskan oleh Nabi dalam hadist. Kedua, melakukan penalaran kreatif 

(ijtihad) terhadap permasalahan permasalahan yang tidak secara tegas 
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dijelaskan oleh nash.
45

 

Disamping harus merujuk kepada nash dan ijjtihad, para anggota 

legislatif (Al-sulthah al-tasyriiyyah) seharusnya mengacu pada prinsip jalb al-

mashalih dan daf al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak 

kemudaratan) dalam mengeluarkan suatu peraturan atau undang-undang para 

legislator perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat sehingga 

peraturan yang dikeluarkan sesuai dengan aspirasi masyarakat, tidak 

memberatkan masyarakat, dan tepat sasaran serta dengan berpegang pada 

kerangka keadalian agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu. 

 

F. Metode Penelitian 

 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang dijadikan 

sebagai acuan dalam mengklasifikasikan penelitian tersebut sebagai berikut:   

1. Jenis Penelitian: Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library 

Research), yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan 

permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya, sehingga dalam 

menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan sumber-sumber 

kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian yaitu 

tentang konsep judicial preview yang ditinjau dari sudut pandang Siyāsah 

Dusturiyyah Sehingga dalam menghimpun data yang dibutuhkan 

                                                             
45 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontektulitas Doktrin Politik Islam, cet. Ke 2 (Yogyakarta: 

Kencana, 2016), hlm 188-189 
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menggunakan sumber-sumber yang berkaitan dengan buku-buku 

(kepustakaan) yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian yaitu 

tentang Siyāsah Dusturiyyah dan judicial preview. 

2. Sifat Penelitian: Penelitian ini bersifat deskriptif analitis penelitian deskriptif 

yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu 

individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada 

tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan yang lain dalam masyarakat.
46

  

3. Pendekatan Penelitian: Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan 

penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif 

dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum, serta hal hal yang bersifat 

teoritis yang berkaitan Judicial preview. Atau penelitian yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar 

untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap literatur-literatur 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini juga 

menggunakan pendekatan konsep (conseptual approach) untuk 

menggambarkan konsep judicial preview perspektif Siyāsah Dusturiyyah 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik 

pengumpulan datanya menggunakan sumber bahan primer dan sumber bahan 

sekunder sebagai berikut: 

                                                             
46 Faisan Ananda dan Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam, cet. Ke 2, 

(Jakarta: Prenada Media Group 2012), hlm. 16. 
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a. Sumber Bahan Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

yang terdiri atas: 

1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan 

perundang-undangan. 

2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas 

undang Uandang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan 

peraturan perundang-undangan 

3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 

Konstitusi 

4) Buku-buku yang berkaitan dengan Judicial Preview dan Siyāsah 

Dusturiyyah  

b. Sumber Bahan Sekunder, semua publikasi tentang tentang hukum 

meliputi buku-buku teks, jurna-jurnal hukum, dan komentar 

komentar atas putusan pengadilan.
47

 

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 

Seperti kamus, ensikplodia, indeks kumulatif, dan seterusnya.
48

 

 

                                                             
47 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, cet. ke- 6, (Jakarta: Kencana, 2010), 

hlm. 181. 
48 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, cet. 

ke- 18, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 13. 
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5. Analsiss Data 

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode deduktif 

reflektif, analisis deduktif adalah suatu metode yang berangkat dari penalaran 

kaidah-kaidah umum untuk melakukan penelitian terhadap suatu peristiwa 

yang bersifat khusus. Analisis reflektif, adalah penerapan metode agar dapat 

meningkatkan pemahaman terhadap gejala-gejala yang berhubungan dengan 

hal-hal baru. Dengan menguraikan secara deduktif gambaran tentang judicial 

preview perspektif Siyāsah Dusturiyyah
49

 

G. Sistematika Pembahasan 

 

Agar hasil penyusunan penelitian ini mudah dipahami, maka penyusun 

menetapkan sistematika penyusunan penelitian untuk mengklasifikasikan persoalan-

persoalan yang telah ada. Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terbagi atas 

beberapa sub-sub bab yang ada didalamnya. Adapun secara yang lebih rinci 

sistematika penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjadi sumber dalam 

penelitian ini 

Bab Kedua, berisi penjelasan mengenai kerangka teori yang digunakan 

dalam pengkajian dan dirumuskan sebagai berikut; (1) Teori Pengujian peraturan 

                                                             
49Ibid., hlm. 106. 
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Perundang undangan (2) Siyāsah Dusturiayyah. 

Bab Ketiga, membahas mengenai kajian tentang Judicial Preview di negara 

Indonesia  

Bab Keempat, berisikan tentang analisis penelitian yang di uraikan dalam 

bentuk deskriktif dan membahas urgensi penerapan judicial preview dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia. 

Bab kelima, pembahasan akhir yakni bab penutup dari penelitian ini, yang 

terdiri atas kesimpulan dan saran. Dimana tesis ini dilengkapi dengan daftar pustaka 

sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan tesis ini.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan uraian diatas maka hasil dari penelitian dapat disimpulkan sebagai 

berikut; 

A. Kesimpulan  

1. Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi, maka berkembang pula 

sistem ketatanagaraan yang berlaku dibeberapa negara didunia termasuk 

salah satunya negara Indonesia. Perkembengan zaman tersebut memberikan 

dampak yang sangat besar terutama yang berkaitan dengan bidang keilmuan. 

Semakin banyaknya pemikiran pemikira baru terkait dengan, sistem 

pengujan undang-undang pada negara-negara yang menganut sistem 

konstitusi sebagai dasar negara dan juga sebagai sumber hukum pada setiap 

negara yang menganutnya. Terkait dengan pengujian konstitusional suatu 

produk hukum dikenal berbagai tata cara pengujian sebagai mana yang telah 

sebutkan sebelumnya terutama pada pengujian konstitusional suatu produk 

hukum. Konsep Judicial Preview dalam ketatanegaraan merupakan sebuah 

konsep pengujian undang-undang yang dilakukan sebelum suatu produk 

hukum yang membuat oleh lembaga Legislatif  diundangkan dan dimuat 

dalam lembaga negara, jadi objek dari Judicial Preview adalah undang 

undang yang sudah disahkan tetapi belum diundangkan. Tujuan dari Judicial 

Preview ialah guna menjamin tidak adanya hak hak konstitusional warga 

negara yang dilanggar oleh pemerintah melalui produk hukum yang dibuat 
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oleh pemerintah. Konsep Judicial preview ini  merupakan sebuah terobosan 

baru yang dapat diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui 

lembaga peradilan, mengingat judicial preview merupakan bentuk 

pengawasan eksternal yang harusnya dilakukan oleh lembaga di luar 

pembuat undang-undang, maka dalam hal Mahkamah konstitusi sebagai 

pengawal konstitusi menjadi lembaga yang paling tepat menerima dan 

menjalankan terkait kewenangan Judicial Preview. 

 

2. Dalam perspektif Siyāsah Dusturiyyah, Judicial preview merupakan sebuah 

konsep perlindungan terhadap warga negara sekaligus merupakan bentuk 

pengawasan yang dilakukan oleh lembaga kehakiman terhadap lembaga 

negara lainnya, berdasarkan konsep wilayah al-mazalim bahwa sebuah 

pengawasan harus dilakukan oleh hukum agar tidak terjadi tumpang tindih 

peraturan secara horizontal maupun vertikal. Karakter negara hukum 

regulasi menjadi tumpuan (kezaliman) terhadap rakyat, sebab peraturan 

perundangan dapat menjadi modal lama solusi terhadap kebijakan. Sehingga 

keberadaan konsep ruang keadilan dan keselarasan perundang-undang dapat 

tercipta dengan adanya pengwasan langsung oleh hak mahkamah. 

 

B. Saran saran  

Sebagai upaya pengangkatan kualitas produk hukum peraturan 

perundang-undangan Indonesia. Maka dirasa perlu dan bahkan bersifat 
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mendesak untuk melembagakan Judicial Preview ke dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menambahkan 

kewenangan baru kepada Lembaga peradilan (Mahkamah Konstitusi) untuk 

melakukan pengujian undang-undang melalui mekanisme Judicial Preview 

pada setiap rancangan undang-undang sebelum rancangan undang-undang 

tersebut diundangkan atau diberlakukan. Dengan diberlakukannya mekanisme 

Judicial Preview dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui lembaga 

Mahkamah konstitusi, setidaknya terdapat beberapa aspek yang menjadi 

pertimbangan yaitu pertama, sebagai upaya pencegahan terhadap undang-

undang yang inkonstitusional. Kedua, sebagian bentuk perlindungan terhadap 

hak hak konstitusional warga negara. Ketiga, memberikan kepastian hukum. 

Keempat, mengurangi angka permohonan Judicial review di Mahkamah 

Konstitusi . Kelima, terciptanya sistem Chek and Balance sebagai mekanisme 

saling mengawasi antar lembaga negara dengan harapan terwujudnya 

pemerintahan yang harmonis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Kajian Penelitian  sangat terbatas waktunya sehingga masih banyak hal-

hal yang belum digali dan dieksplor oleh penelitian seperti mekanisme, atau 

alur yang seperti apa konsep Judicial Preview kedepannya.  



1 
 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Al-Qur’an 

 

Al-Qur’an  

 

2. Buku Buku Hukum 

Adji, Oemar Seno. Peradilan Bebas Negara Hukum. Jakarta: Erlangga, 1986. 

Ananda, Faisan, and Watni Marpaung. Metodologi Penelitian Hukum Islam. 

Jakarta: Prenada Media Group, 2012. 

 

Ashiddiqie, Jimly. Model-Model Pengujian Konstitutional Di Berbagai Negara. 

Jakarta: Konstitusi Press, 2015. 

 

          . Perkembangan Konsolidasi dan Kehakiman Lembaga Negara Pasca 

Reformasi. Jakarta: Konstitusi Press, 2015. 

 

         . Hukum Acara Pengujian Undang Undang. Jakarta: Konstitusi Press, 2006. 

Attamim, Hamid. “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai 

Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita 

I–Pelita IV.” Universitas Indonesia, 1990 

 

Bradley, A. W., and K. D.Ewing. Constitutional and Administrative Law. 

Longman: Pearson Education, 2003 

 

Cappalletti, Mauro. The Judicial Process in Compa- Rative Perspective. Oxford: 

Clarendon Press, Oxford, 1989. 

 

         . The Judicial Process in Comparative Perspective. Oxford: Clarendon Pers, 

1998 

 

Dwiyana, Rusma. Konsep Konstitusionalisme, Pemisahan Kekuasaan, Dan 

Checks and Balances System : Sebuah Tinjauan Konseptual Dan Praktis. 

Yogyakarta: Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara UGM, 2019. 

 

Dzajuli. Dzajuli, Fiqih Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam 

Rambu-Rambu Syariyah. Jakarta: Kencana, 2003. 

 

Fadjar, A. Mukthie. Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekjen 

dan Kepaniteranan MK, 2006. 

 



2 
 

Fatmawati. Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem 

Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015. 

 

Fuadi, Munir. Teori Negara Hukum Modern. (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2009. 

 

Hattu, Hendrik. “Problematika Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di 

Indonesia.” Jurnal Mimbar Hukum 23, no. 2 (2011): 17. 

 

Herman, Benny K. Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran 

Pengujian UU Terhadap UUD. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 

2013. 

 

Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah Kontektulitas Doktrin Politik Islam. Yogyakarta: 

Kencana, 2016. 

 

Jailani, Imam Amrusi. Hukum Tata Negara Islam. Surabaya: IAIN SA Press, 

2013. 

 

Kelsen, Hans. General Theory of Law and State, Translated by Anders Wedberg. 

New York: Russell & Russell, 1961. 

 

             Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif). Bandung: 

Nusa Media, 2018. 

 

Kurdi, Nukthoh Afwah. Telaah Kritis Teori Negara Hukum. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2005  

 

Librayanto, Romi. Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. 

Makassar: Pukap, 2008. 

 

Mahfud, Moh. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: 

LPES, 1985. 

 

             Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu. Jakarta: Rajawali Press, 

2009. 

 

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2010. 

 

Mas, Marwan. Mengkritisi Pembahasan Dan Substansi RUU Mahkamah 

Konstitusi KRHN. Jakarta: KRHN, 2004. 

 

Palguna, I Dewa Gede. Mahkamah Konstitusi, Judicial Review Dan Welfare State. 



3 
 

Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2008. 

 

———. Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum 

Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. Jakarta: 

Sinar Grafika, 2013. 

 

Pulunga, J. Suyuthi. J. Suyuthi Pulungan, Fiqih Siyasah, Ajaran Sejarah Dan 

Pemikiran. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999. 

 

Saleh, Asri Muhammad, and Wira Atmadja Hajri. Perihal Pengujian Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yogyakarta: Deepublish, 2018. 

 

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018. 

 

Soemantri, Sri. Hak Uji Materiel Di Indonesia. Bandung: Allumni, 1997. 

 

Soimin, and Sulardi. Hubungan Badan Legislatif Dan Yudikatif Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia. Malang: UMM Press, 2004. 

Sweet, Alec Stone. Governing With Judges: Constitutional Politics in Europe. 

New York: Oxford University Press, 2000. 

 

Vellen, Vonnis. Vonnis Uitspreken (Putusan Dijatuhkan, Putusan Diucapkan. 

Jakarta: Kamus Hukum Belanda Indonesia, Penerbit Djambatan, 1998. 

 

3. Peraturan Perundang Undangan 

 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi. 

 

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi. 

 

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang Undangan. 

 

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang 

Undangan. 

 

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan 



4 
 

Perundang Undangan. 

 

 

4. Karya Ilmiah 

 

Aziz, Machmud. “Pengujian Peraturan Perundang Undngan Dalam Sistem 

Perundang Undangan Indonesia.” Jurnal Konstitusi 7, no. 5 

 

Demadevina, Nadya. “Urgensi Kewenangan Mengadili Perkara Pengaduan 

Konstitusional (Constitusional Complaint) Pada Mahkamah Konstitusi 

Repbulik Indonesia.” Universitas Indonesia, 2015. 

 

Kurniawan, Alek Karci. “Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi 

Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang Undang.” Jurnal Konstitusi 11, 

no. 4 (2014): 9  

 

Shidarta, Noor, and Sudarsono. “Judicial Preview on the Bill on International 

Treaty Ratification.” Constitutional Review 3, no. 1 (2017): 18  

 

Sidharta, Noor, Sudarsono, I Nyoman Nurjaya, and Bambang Sugiri. Journal 

Judicial Preview on the Bill on International Treaty Ratification, 3, no. 2 

(2018): 38. 

 

Smith, Don C. “Landmark Climate Change-Related Judicial Decisions Handed 

down in the Netherlands and Australia: A Preview of What’s to Come.” 

Journal of Energy & Natural Resources Law 4, no. 3 (2019): 198 

 

   

5. Kamus  

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet-V. Balai Pustaka. Jakarta. 2017 

 

 

6. Website 

 

Introduction to the study of the law of the constitution, 

http://files.libertyfund.org/files/1714 /0125_ Bk.pdf, diakses pada tanggal 23 

APRIL 2022, Pukul 19:00 WIB 

 

James Madison, “The Structure of the Government Must Furnish the Proper 

Checaks and Balances Between the Different Departments”, 

http://www.constitution.org/fed/feder al51.htm , diakses pada 27 Maret 2020 

 

http://files.libertyfund.org/files/1714
http://www.constitution.org/fed/feder%20al51.htm


5 
 

Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, 

https://pngunungsitoli.go.id/-assets/image/files/Konsep_ 

Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada tanggal 10 desember 2019 

 

Rekapitulasi perkara pengujian undang undang di mahkamah konstitusi 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4 diakses 

pada tanggal 21 Maret 2020 

 

Uchok Sky Khadafi, Koordinator Investigasi dan advokasi Seknas Forum 

Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) 

https://www.hukumonline.com/berita/a/borosnya-biaya-pembuatan-undang-

undang-lt50e199f0bc17d?page=all diakses pada tanggal 29 juli 2022 jam 

16.30 

https://pngunungsitoli.go.id/-assets/image/files/Konsep_%20Negara_Hukum_Indonesia.pdf
https://pngunungsitoli.go.id/-assets/image/files/Konsep_%20Negara_Hukum_Indonesia.pdf
https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4
https://www.hukumonline.com/berita/a/borosnya-biaya-pembuatan-undang-undang-lt50e199f0bc17d?page=all
https://www.hukumonline.com/berita/a/borosnya-biaya-pembuatan-undang-undang-lt50e199f0bc17d?page=all

	HALAMAN JUDUL
	ABSTRAK
	SURAT PERSETUJUAN TESIS
	PENGESAHAN TUGAS AKHIR
	PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME
	MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Dan Kemanfaatan
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangka Teoritik
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran saran

	DAFTAR PUSTAKA

